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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan
Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan
Peminangan.” Perkawinan adalah hubungan hukum yang bertujuan untuk
membentuk keluarga. Pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak
yang telah dilaksanakan peminangan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua
belah pihak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
1644K/Pdt/2020. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan
Hakim yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan menganalisis
akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus,
dan konsepsual. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1644K/Pdt/2020 merupakan perbuatan melanggar hukum dikarenakan
memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan nilai kesusilaan, dan kepatutan
dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat menimbulkan akibat
hukum berupa ganti rugi immateriil dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad
baik dan mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan Penggugat.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan dari Hakim sudah tepat ‘dalam
mengkategorikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan
memberikan besaran ganti mgi immateriil kepada Penggugat sebesar
Rp.150.000.000,-.

Kata Kunci : Ganti Rugi; Pembatalan Pernikahan; Perbuatan Melanggar
Hukum

Pembimbing Pembantu

Pl

r. M. Sy /dd'n, .H., M\.Hum
NIP}Z’OHS 998021001
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa’.
Dengan kata lain, dengan persetujuan bersama, laki-laki dan perempuan
memiliki pilihan untuk berkeluarga. Sebuah keluarga harus memiliki ikatan
lahir dan batin yang menjadi nilai dalam perkawinan untuk menciptakan
sebuah perbuatan hukum.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan ialah akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong
menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.!

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip dari buku P.N.H.
Simanjuntak, perkawinan berarti hidup bersama dari seorang laki-laki dan

seorang perempuan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.? Artinya, adanya

! Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : CV. Karya
Gemilang, 2011), hlm.8.

2 P.N.H.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015),
him. 34.



hubungan laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga dan hidup

bersama dalam waktu yang lama.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memiliki akibat hukum secara
penuh. Oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan, harus memenuhi
syarat-syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 - Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan yang sah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dan
sifatnya tidak boleh ada paksaan;

2. Batas minimal usia dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun,
dan jika usia dibawah umur harus dengan persetujuan orang tua untuk
melangsungkan perkawinan;

3. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika agama dan kepercayaan yang
dianut melarang dilakukannya perkawinan tersebut.

Umumnya sebelum terjadinya perkawinan yang sah, ada beberapa
proses yang harus dilalui seperti pacaran dan perminangan (lamaran).
Perminangan (lamaran) adalah proses awal untuk menuju jenjang yang lebih
serius yaitu perkawinan. Didalam pelaksanaannya, walaupun belum terjadi
perkawinan yang sah, namun pada dasarnya perminangan sudah ada ikatan
yang saling mengikat masing-masing pihak, adanya ikatan janji untuk
melanjutkan ke perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama melibatkan
keluarga masing-masing.

Pada masa sekarang ini, banyaknya pasangan yang terjerumus dalam

ikatan janji kawin secara langsung (lisan) dan tanpa adanya bukti tertulis.



Janji yang dibuat secara lisan oleh lelaki sebenarnya memiliki potensi
merugikan pada pihak perempuan. Namun dalam kenyataannya, perempuan
tidak sadar akan hal itu. Ketika seorang pria membuat janji kawin, akan
adanya potensi melanggar komitmen itu dan korban tidak memiliki bukti
hukum yang meyakinkan untuk meminta pertanggungjawabannya.

Banyak juga calon suami istri yang menganggap ketika sudah terjadi
perminangan (lamaran) secara tidak langsung dianggap sudah terikat dan
bebas melakukan apa saja dengan anggapan “nanti juga akan menikah”.
Bahkan dianggap lebih bebas untuk melakukan hal yang melanggar nilai
keasusilaan dan nilai agama. Kerugian akan diakibatkan oleh laki-laki yang
melanggar janji kawinnya, terutama bagi perempuan, dalam situasi janji
kawin dipandang sebagai pembenaran untuk melakukan interaksi biologis
sebelum mekawin.

Pelanggaran janji kawin ini kerap sekali terjadi di masyarakat dan sulit
untuk diselesaikan. Pelanggaran janji sebagaimana dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 merupakan kelanjutan dari Putusan
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan
Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS dikategorikan sebagai
Perbuatan Melanggar Hukum yang dapat merugikan orang lain.

Awal mulanya, perihal tidak terpenuhinya janji kawin oleh Agus
Suyitmo selaku Tergugat dan Sri Subur Lestari selaku Penggugat. Pada
tanggal 14 Februari 2018, Tergugat menggunakan tradisi adat Jawa untuk

melamar Penggugat. Pada acara tersebut, para pihak menentukan perkawinan



akan diadakan di bulan September 2018. Sanak keluarga calon suami istri dan
tetangga setempat pun turut hadir dalam acara lamaran tersebut. Tergugat
mengajak Penggugat untuk keluar dan bermain setelah acara lamaran, namun
malah membawa Penggugat ke hotel di Cilacap, Kroya.

Penggugat dibujuk untuk melakukan hubungan intim oleh Tergugat.
Tergugat berusaha membujuk dan meyakinkan Penggugat meskipun telah
ditolak oleh Penggugat, Tergugat mulai melontarkan janji-janji manis seperti
“tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti
kamu akan saya kawini (kamu akan menjadi istri saya)”. Dengan cara itu,
Penggugat pertama kali menjalin hubungan biologis dengan Tergugat dan
mempercayai janji yang dibuat oleh Tergugat. Dari Februari hingga April
2018, telah 9 (sembilan) kali hubungan biologis antara Tergugat dan
Penggugat ini berlanjut.

Pada bulan September 2018, Penggugat bersama dengan keluarganya
datang kerumah Tergugat untuk menanyakan kepastian tanggal perkawinan
yang telah disepakati bersama pada saat lamaran. Tergugat menunda
perkawinan tersebut dan mengatakan akan berlangsung satu tahun setelah
meninggalnya Ibu Tergugat yaitu Oktober 2018. Namun, terlepas dari janji
manis yang dilontarkan oleh Tergugat, tidak ada tanda perkawinan sampai
Oktober 2018. Akhirnya, penggugat dan keluarganya pun mendatangi rumah
Tergugat kedua kalinya untuk menanyakan kepastian tanggal perkawinan.

Setelah pertemuan kedua ini, Tergugat dan keluarganya sepakat untuk



mengunjungi rumah Penggugat dan memberikan tanggal perkawinan yang
pasti.

Setelah pertemuan kedua yang berlangsung, seminggu kemudian,
Tergugat datang kerumah Penggugat bersama dengan kedua temannya.
Kehadiran Tergugat untuk membatalkan rencana perkawinan, Tergugat
menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang jelas dari Tergugat dalam
penolakannya untuk melangsungkan perkawinan dengan Penggugat. Saat itu,
Tergugat sulit untuk dihubungi dan terkesan menghindari Penggugat dan
keluarganya.

Dengan duduk perkara yang telah diuraikan diatas, Penggugat
mengajukan Gugatan kepada Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat
menggugat Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan merugikan
Penggugat baik secara materiil dan immateril. Kerugian secara materiil yang
diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dikarenakan Tergugat telah merebut kesucian atau keperawanan Penggugat
dengan melakukan hubungan biologis tanpa terlebih dahulu mengadakan
perkawinan yang sah, yang mengakibatkan rusaknya selaput dara. Selain itu,
kerugian immateriil yang diajukan Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dikarenakan Penggugat merasa malu, kecewa, dan sakit
hati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS yang diajukan oleh Penggugat, Hakim

berpendapat sejalan dengan Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt/1984 yaitu :



“Tidak terpenuhinya janji Tergugat untuk mengawini Penggugat telah
melanggar norma keasusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan
merupakan Perbuatan melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian
terhadap Penggugat, sehingga Tergugat wajib membayar kerugian”. Oleh
karena ini, dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa perbuatan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar
Hukum dan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa
kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG
yang diajukan oleh Tergugat, dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa
perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan
meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, putusan ini juga
dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 dengan
menolak banding yang diajukan oleh Tergugat karena dianggap bahwa
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Banyumas tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak
bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Pelanggaran hukum yang terjadi adalah Perbuatan Melanggar Hukum.
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melanggar
hukum apabila adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang
menimbulkan  kerugian untuk orang lain, sehingga timbulnya

pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi. Perbuatan dapat dikategorikan



sebagai Perbuatan Melanggar Hukum jika memenuhi unsur-unsur yaitu
adanya suatu perbuatan hukum yang dianggap sebagai Perbuatan Melanggar
Hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku dan menimbulkan kerugian, dan
adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.?

Dalam permasalahan ingkar janji rencana perkawinan, adanya hak
untuk membatalkan perkawinan. Namun tak bisa dipungkiri, janji kawin yang
telah diucapkan dari pihak lelaki tidak boleh diingkari dengan alasan yang
tidak jelas untuk tidak terpenuhi janji tersebut kecuali dalam situasi yang
sangat darurat. Peminangan (lamaran) hanya dapat dibatalkan ketika tidak
menimbulkan akibat hukum. Apabila telah dilakukan perbuatan melanggar
hukum, seperti pembatalan perkawinan, pihak yang dirugikan dapat
melakukan upaya hukum terhadap pelakunya sesuai dengan Pasal 1365 KUH
Perdata.

Pelanggaran hukum disebut sebagai tindakan ilegal dan merupakan
sesuatu yang tidak boleh dilakukan didepan umum. Dalam melakukan sesuatu
yang secara teknis legal dapat dianggap pelanggaran nilai keasusilaan dan
tidak bermoral karena bertentangan dengan standar masyarakat.* Apabila
suatu perbuatan hukum menimbulkan kerugian, maka dianggap telah terjadi
suatu asas hukum yang dilanggar. Itu juga dapat diperhitungkan dalam hal apa

saja yang harus dihargai seseorang dalam interaksi sosialnya, karena

254.

3 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.

4 Indah Sari, Perbuatan melanggar Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata, Jurnal Iimiah

Hukum Dirgantara, Volume XI, Nomor 1 Tahun 2020, hlm 54.



bertentangan dengan kesopanan dan cita-cita yang baik, maka melanggar janji
dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang merugikan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menganalisis
akibat hukum dari pembatalan perkawinan secara sepihak serta pertimbangan
Hakim atas putusan yang mengklasifikasinya sebagai perbuatan melanggar
hukum. Hal ini dikarenakan beberapa putusan yang bunyi amar putusan kerap
berbeda-beda, pembatalan rencana perkawinan secara sepihak yang
mengkategorikannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan juga
wanprestasi. Selain itu, kurang adanya peraturan yang berkaitan tentang
perlindungan hukum untuk korban yang tidak terpenuhinya janji kawin.
Berdasarkan  uraian  diatas, maka penulis memberi judul
“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBATALAN
PELAKSANAAN RENCANA PERKAWINAN SECARA SEPIHAK
YANG TELAH DILAKSANAKAN PEMINANGAN?”.

Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut,
berdasarkan dengan penjelasan latar belakang topik yang dikemukakan diatas :
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1644K/Pdt/2020 yang menjatuhkan putusan pada pembatalan
pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak sebagai Perbuatan

Melanggar Hukum?



2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan pelaksanaan rencana
perkawinan secara sepihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1644K/Pdt/2020?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya menjadi landasan terciptanya karya
ilmiah ini :

1. Menganalisis yang menjadi ddasar pertimbangan Hakim menilai sebagai
perbuatan melanggar hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
1644K/Pdt/2020.

2. Menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan pelaksanaan rencana
perkawinan secara sepihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1644K/Pdt/2020

Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoretis
Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang menjadi
pedoman dan sumber informasi ilmu pengetahuan dan ilmu khusus
keperdataan terutama dalam hukum perkawinan terhadap pembatalan
rencana perkawinan secara sepihak yang dikategorikan sebagai Perbuatan

Melanggar Hukum.
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2. Manfaat Praktis
a) Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input (masukan) terkait
dengan pengembangan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap pihak yang ditinggalkan dan tidak terpenuhinya janji
kawin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan haknya
dirampas lagi.
b) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi dan
wawasan untuk masyarakat terkait dengan perlindungan hukum pihak
yang ditinggalkan dalam pengingkaran janji kawin dan
pertanggungjawaban hukum untuk pelaku pengingkaran janji kawin
yang dianggap sebagai pelanggaran moralitas, standar sosial, dan
hukum.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menguraikan tentang batasan permasalahan

yang akan diuraikan dan dianalisis dalam penelitian. Tujuan adanya ruang

lingkup penelitian agar proses analisis bahan hukum dan isu hukum tidak

boleh keluar dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Ruang lingkup

penelitian ini bukan hanya membahas tentang Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1644K/Pdt/2020, melainkan membahas pada akibat hukum yang

ditimbulkan dalam pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan. Adapun

Undang-Undang yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan
Putusan Pengadilan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan berdasarkan kesepakatan antara
individu untuk mengelola perilaku antar individu. Perlindungan hukum
dianggap kondisi subjektif akan hadirnya keharusan subjek hukum untuk
mendapatkan sumber daya untuk terjaminnya kelangsungan hidup
masyarakat. Perlindungan hukum ini memberikan rasa aman kepada
masyarakat. Teori ini bersifat universal, abadi, hukum, dan moral yang
tidak boleh dipisahkan.’

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asaasi
manusia yang dirugikan dari perlindungan tersebut. Masyarakat dapat
menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan negara. Perlindungan
hukum memuat berbagai upaya hukum yang diberikan oleh penegak
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dari gangguan
ancaman pihak lain.

Perlindungan hukum preventif dan reprensif adalah cara
pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Perlindungan hukum preventif dapat diartikan setiap orang berhak untuk

mengemukakan hak dan kepentingannya jika merasa dirugikan oleh

> Satjipto Raharjo, /Imu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
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tindakan pemerintah. Dengan adanya timbal balik antara pemerintah dan
masyarakat akan timbul rasa percaya antara kedua belah pihak.
Perlindungan hukum reprensif berfungsi ketika terjadinya sengketa,
perlindungan dalam pengadilan berlaku terhadap pebuatan pelanggaran
yang dilakukan oleh penguasa.

Lembaga banding administrasi merupakan bentuk dari sebuah
instansti pemerintah yang bertugas untuk melindungi masyarakat dalam
mengajukan banding terhadap tindakan yang merugikan masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah. Instansi pemerintah akan menerima
permohonan banding terkait wewenang untuk mengubah dan
membatalkan tindakan pemerintahan tersebut.

Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad, tort) adalah
perbuatan perdata yang dilakukan seseorang karena salahnya telah
menimbulkan kerugian untuk orang lain yang menyebabkan harus adanya
pertanggungjawaban hukum untuk membayar kerugian tersebut. Dasar
hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan

melanggar hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :



a)

b)

13

Adanya sebuah perbuatan

Suatu perbuatan melanggar hukum jika adanya perbuatan hukum

yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, pelaku berbuat sesuatu (dalam

arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan

melanggar hukum tidak adanya unsur “persetujuan atau kata

sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan.”

Perbuatan tersebut melanggar hukum

Perbuatan yang dilakukan harus memiliki akibat hukum dan

memenuhi hal-hal :

1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;

2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,;

3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum harus memiliki

unsur kesalahan dalam perbuatannya. Suatu perbuatan yang dianggap

hukum  mengandung  unsur  kesalahan  dapat  diminta

pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur :

1) Adanya unsur kesengajaan;

2) Adanya unsur kelalaian;



14

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan
overmatch, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d) Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat untuk mengajukan
gugatan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian perbuatan
melanggar hukum mencakup kerugian materiil dan immateriil. Dalam
yurisprudensi mengakui bahwa konsep ganti rugi immateriil dapat
dinilai dengan uang.

e) Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian
yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum.
Hubungan sebab-akibat ini memiliki 2 (dua) teori :°
1) Teori Hubungan Faktual (causa in fact)

Hubungan sebab-akibat secara faktual artinya perbuatan hukum
yang sesuai dengan fakta yang ada. Teori ini beranggapan bahwa
kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya berupa
fakta hukum yang ada.
2) Teori Penyebab Kira-kira (proximate cause)

Teori penyebab kira-kira adalah bagian yang paling
membingungkan dan banyak pertentangan pendapat dalam
hukum tentang perbuatan melanggar hukum. Untuk penyebab

jenis ini sering disebut dengan istilah /egal cause.

¢ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.
256-257.
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Teori Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan, hakim harus dapat objektif dalam
mempertimbangan fakta-fakta hukum yang ada. Nilai keadilan dan
kepastian hukum harus ada di dalam pertimbangan hakim. Apabila dalam
putusannya Hakim dinilai tidak objektif, teliti, dan bijak dalam
pengambilan putusan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam
ketetapannya.

Umumnya, hal-hal yang harus ada dalam pertimbangan Hakim
adalah :

a) Permasalahan dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal nilai
kebenarannya;

b) Menganalisis secara yuridis dan menilai dari berbagai sudut pandang
aspek yang berkaitan dengan fakta di persidangan;

c) Dalam pengambilan keputusan terhadap amar putusan, Hakim harus
mempertimbangkan petitum secara adil satu demi satu.’

Hakim harus bersifat objektif dalam memperhatikan aturan-aturan
yang ada tanpa mengesampingkan dalil hukum yang ada dalam
persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan
dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis untuk menghasilkan sebuah
putusan yang adil dan bijak, tanpa ada unsur keberpihakan antara salah
satu pihak. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim yang baik akan

memuat putusan yang memiliki 3 unsur yaitu :

’ Bayu Prasetyo, dkk, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim, Pakuan Law

Review, Volume VII, Nomor 2 Tahun 2021, hlm 476.
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a) Kepastian Hukum
Penegakkan hukum yang tegas dalam setiap peristiwa konkret yang
didalamnya harus ada nilai kepastian hukum sehingga tidak ada
penyimpangan yang terjadi. Kepastian hukum memberikan ketertiban
bagi masyarakat.

b) Keadilan
Hukum diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat.
Nilai keadilan ini bersifat abstrak. Setiap orang dihadapan hukum
sama, tidak ada perbedaan status. Apabila seseorang melakukan
perbuatan hukum maka akan diadili seadil-adilnya.

c¢) Kemanfaatan
Pelaksanaan dan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan memberi rasa aman kepada
masyarakat.®

G. KERANGKA KONSEPTUAL
1. Konsep Perkawinan
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan

yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk membentuk

keluarga. Konsep perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004), Volume 5, hlm. 35.
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rumah tangga yang sejahtera yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang

akan hidup tentram dan bahagia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah peraturan yang
digunakan untuk mengatur perkawinan.’ Artinya, adanya satu peraturan
yang mengatur tentang berlangsungnya perkawinan yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dua garis hukum
yang harus dipatuhi dalam sebuah perkawinan yaitu :

1) Keabsahan suatu perkawinan yang merupakan satu-satunya syarat
sahnya perkawinan dan dilakukan menurut ketentuan agama yang
dianutnya.

2) Pencatatan perkawinan, suatu perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.'?

Dalam perkawinan akan terjalinnya ikatan lahir batin yang
merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang
bahagia dan kekal. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal
belaka. Menurut KUH Perdata, hakikat perkawinan adalah hubungan
hukum antara subjek-subjek hukum yang mengikatkan diri dalam

perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan antara persetujuan kedua

® Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Penerbit Sumur,

1974), hlm. 6.

him. 24.

0 HM. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),



18

belah pihak yang akan membuat untuk saling mengikat dan membentuk
keluarga.'!

Dalam sistem hukum di Indonesia, salah satu asas dari perkawinan
adalah asas monogami. Seorang suami hanya diperbolehkan untuk
mengawini seorang istri saja dan tidak boleh memiliki lebih dari satu istri
di waktu bersamaan. Asas monogami diatur dalam hukum dibuka
kekecualian.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah “penelitian
hukum doctrinal” sering digunakan untuk menggambarkan studi hukum
normatif. Kajian penelitian hukum yang bersifat normatif (doctrinal)
mengkaji teori hukum, filsafat hukum, pendapat para ahli, pertimbangan
dan putusan pengadilan, kontrak dan perjanjian, serta preseden hukum.
Tujuan studi hukum normatif adalah untuk memberikan pembelaan
hukum dalam kasus-kasus ketika ada kesenjangan dalam hukum,
ambiguitas, atau standar yang bersaing. Penelitian hukum normatif
berfungsi sebagai ilmu normatif sui generis, mempertahankan komponen

penting dari keilmuan hukumnya.!?

Penelitian hukum normatif bertuyjuan untuk memberikan

penjelasan, teori, dan pandangan baru tentang isu-isu terkini. Fakta

11 H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018),
hlm 135.

12 1 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Cetakan 2, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 12.
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hukum yang sebanding, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan
kasus yang menjadi fokus kajian hukum normatif di Indonesia
sebagaimana ada di negara common law, dan kasus-kasus yang relevan
dengan fokus pada solusi praktis untuk masalah-masalah dunia nyata.'?
Dengan mencari, menilai, dan menganalisa masalah hukum yang
sedang terjadi sesuai dengan pertimbangan Hakim pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan
dari  Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan
Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS
yang termasuk perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata
berdasarkan standar hukum yang bersangkutan, penulis menggunakan
tipe penelitian hukum normatif.
Pendekatan Penelitian
Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data
tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan
pendekatan triangulasi untuk memecahkan permasalahan penelitian dan
penarikan kesimpulan yang relevan. Penulis menggunakan berbagai

metode pendekatan yaitu :

13 Yati Nurhayati, dkk, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum,

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume II, Nomor 1 Tahun 2021, him. 309.
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a) Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) memerlukan
penemuan dan penelitian aturan dan peraturan relevan yang berlaku
dalam permasalahan hukum ini.'
b) Pendekatan konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dilakukan dengan
cara menganalisis masalah hukum dengan mengambil teori, konsep,
pendapat atau doktrin para ahli.!>
c) Pendekatan kasus (Case Approach).
Pendekatan kasus (Case Approach) dengan mengkaji dan menyajikan
contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat secara menyeluruh
dan terorganisir.'®
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer mengikat semua orang karena bersifat otoratif.
Untuk kajian ini, sumber hukum yang dikaji adalah :

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b) KUH Perdata;

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta : Kencana
Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133.

5 Ibid, hlm. 134

16 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Kencana,
2018), him. 306.
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¢) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020.

e) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/
PT.SMG

f) Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/
PN.BMS.

Bahan Hukum Sekunder

Informasi yang diperoleh melalui survei literatur dianggap sebagai

bahan hukum sekunder. Untuk penelitian ini, sumber hukum

sekunder termasuk berikut :

a)

b)

Penjelasan Undang-Undang terkait dengan pembatalan rencana
pelaksanaan perkawinan, akibat hukum pembatalan rencana
perkawinan secara sepihak, dan perlindungan hukum terkait
pihak yang ditinggalkan.

Buku maupun literatur yang berkaitan tentang prinsip-prinsip
hukum yang ada. Ini dapat membantu dalam menyelesaikan
masalah hukum yang berkaitan dengan konsekuensi pembatalan
rencana perkawinan secara sepihak.

Artikel tentang akibat hukum pembatalan rencana perkawinan
secara sepihak, dan perlindungan hukum terkait pihak yang

ditinggalkan.
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d) Jurnal hukum yang berkaitan dengan pembatalan rencana
perkawinan secara sepihak beserta dengan akibat hukum terkait
isu tersebut.

e) Hasil karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan hukum yang
berkaitan dengan penelitian ini

f) Doktrin atau pendapat ahli tentang topik hukum yang sedang
diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan
hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder.!”
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui
perpustakaan yang ekstensif. Proses penelitian kepustakaan (library
research) dengan cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan
berbagai bahan antara lain seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan
perundang-undangan, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteliti dan
dievaluasi topik-topik yang bersangkutan dan teori-teori yang dapat
dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini sehingga
dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. '8

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan dokumentasi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor

17 Ibid, hlm 392.
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.
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1644K/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan
Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan Pengadilan
Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS. Penulis membaca,
memahami, mengkaji, dan menganalisis informasi yang berasal dari buku,
jurnal, artikel, doktrin atau pendapat profesional, serta kerangka hukum
dan peraturan saat ini.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Tindakan mengubah data menjadi informasi yang andal dikenal
sebagai analisis data. Analisis data merupakan hasil dalam pengkajian
data. Analisis bahan hukum secara kualitatif yang artinya data akan dikaji
berdasarkan pertimbangan normatif (yuridis) dengan metode deskriptif
analisis. Untuk meningkatkan kejelasan dan dapat mengatasi
permasalahan hukum tersebut, peneliti mengkonsolidasikan dan
menjelaskan sesuai dengan gambaran yang sudah ada. Bahan hukum yang
sudah dianalis dirumuskan kedalam suatu sistem bahasan yang sistematis,
saling berkaitan dan berkesinambungan dengan masalah yang akan
dibahas."

Penulis menggabungkan sumber bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier untuk mengumpulkan informasi yang selanjutnya akan
diperiksa berdasarkan kesimpulan hukum yang sudah diteliti. Dalam

penelitian ini, langkah-langkah metode kualitatif sebagai berikut :

hlm 97.

> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Mandar Jaya, 2008),
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a) Mengidentifikasi fakta hukum atau permasalahan hukum yang ada
menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020
yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT. SMG dan Putusan Pengadilan
Negeri Banyumas Nomor 5/PDT.G/2019/PN.BMS;

b) Pemeriksaan fakta hukum terhadap permasalahan hukum penelitian
yaitu konsep, teori, perilaku yang dilarang, diperbolehkan, dan juga
diperintahkan;

c) Penerapan norma hukum yang ada.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Data  studi akan  dievaluasi dan  diproses  untuk
mengkategorikannya sebelum ada kesimpulan yang dicapai. Teknik
penarikan kesimpulan ini berhubungan dengan penalaran, proses berfikir
untuk menggabungkan fakta-fakta hukum yang ada menjadi satu kesatuan
yang jelas dan terarah. Teknik yang digunakan dalam penarikan
kesimpulan dengan cara karangan dengan metode penarikan kesimpulan
secara induktif.

Secara induktif menarik kesimpulan dari hal yang spesifik ke hal
yang lebih universal. Dimungkinkan untuk menggeneralisasi dari contoh-
contoh suatu fenomena menggunakan penalran induktif. Penarikan
kesimpulan induktif dengan menganalisis fenomena yang ada dari hal-hal

spesifik (peristiwa yang konkrit) ke hal-hal universal (peristiwa yang
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sifatnya umum).?’ Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan fakta-
fakta hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
1644/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan
Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Pengadilan Negeri
Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS yang kemudian dianalisis dan
akan ditarik kesimpulan menggunakan teori-teori dan sumber bahan
hukum yang berkaitan dengan pembatalan rencana perkawinan secara

sepihak.

2 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung :
Tarsio, 1994), hlm.17.
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